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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Adanya perubahan kepemimpinan di Indonesia telah mengubah tata kelola keuangan Indonesia 

pula, terutama dalam hal anggaran dasar yang dialokasikan ke seluruh Kabupaten dan Kota di 

Indonesia. Daerah-daerah di Indonesia harus memiliki kemandirian dalam mengelola 

pendapatan dan belanja daerahnya untuk mengatasi masalah defisit anggaran yang sering terjadi 

di Indonesia dan membayar hutang luar negeri. Untuk mengukur kemandirian suatu daerah 

dapat menggunakan rasio kemandirian yang dihitung dengan membagi Pendapatan Asli Daerah 

dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain. 

Perubahan sistem pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralistik pada tahun 2001 

telah menimbulkan dampak dan pengaruh yang signifikan bagi Indonesia. Seiring dengan laju 

perubahan tersebut, pola hubungan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah juga mengalami perubahan di berbagai bidang khususnya bidang administrasi dan 

bidang keuangan. Perubahan sistem ini juga dikenal dengan nama otonomi daerah. 

Masyarakat menyakini bahwa otonomi daerah ini merupakan jalan alternatif terbaik untuk 

mendorong pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Sistem 

pemerintahan ini dinilai jauh lebih baik dibandingkan sistem sebelumnya yaitu sistem 

pemerintahan terpusat (sentralisasi) yang banyak dianggap sebagai faktor utama penyebab 

lambatnya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi serta penyebab semakin besarnya 

ketimpangan antar pusat dan daerah maupun antar daerah satu dengan daerah lain. 



Ada empat elemen penting yang diserahkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah 

dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu desentralisasi politik, desentralisasi fiskal, 

desentralisasi administrasi dan desentralisasi ekonomi. Elemen-elemen tersebut adalah 

tanggung jawab pemerintah daerah yang wajib untuk dikelola secara efektif dan efisien 

sehingga akan tercapai kemandirian atau kemampuan suatu daerah dalam melakukan fungsinya 

dengan benar dan baik (Sidik, 2001). 

Desentralisasi fiskal (fiscal decentralisation) adalah salah satu elemen yang diserahkan 

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan merupakan komponen utama dari otonomi. 

Jika pemerintah daerah ingin melaksanakan funginya dengan efektif, maka pelaksanaannya 

akan diwujudkan dengan berbagai sumber keuangan memadai yang didapat dari Pendapatan 

Asli Daerah, bagi hasil pajak dan bukan pajak, serta bantuan pemerintah pusat. 

Aspek keuangan dapatmenjadi suatu indikator yang dapat dimanfaatkan guna mengetahui 

kesanggupan suatu daerah dalam rangka mengoptimalkan potensi sumber penerimaan yang 

dimiliki guna membiayai pembangunan dan kebutuhan rumah tangganya sendiri tanpa harus 

bergantung pada bantuan dan subsidi dari pemerintah pusat. Kriteria untuk mengetahui secara 

nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri adalah 

kemampuan self supporting dalam bidang keuangan. 

Kemampuan suatu daerah dalam mengatur dan mengelola keuangan ini dapat dilihat pada 

struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing. Sebuah daerah 

bisa dibilang mandiri jikaPAD dalam APBD mempunyai proporsi yang relatif tinggi 

dibandingkan total penerimaan. Demikian sebaliknya, jika proporsi pendapatan daerah yang 

berasal dari pemerintah pusat lebih besar dibandingkan total penerimaan daerah jadi bisa 



disimpulkan bahwa daerah tersebut mempunyai ketergantungan fiskal atau belum mandiri 

dalam hal finansial (Triastuti, 2005). 

Pemerintah daerah berperan sebagai orang yang melaksanakan kegiatan pemerintahan, 

pembangunan, dan pelayanan terhadap masyarakat yang harus menyerahkan 

pertanggungjawaban daerah masing-masing agar dapat dinilai dan dilihat apakah Pemerintah 

Daerah sudah bisa mengurus keuangan daerah dengan benar atau tidak. Untuk menganalisis 

kemandirian keuangan daerah bisa dilihat menggunakan analisis rasio. 

Untuk melaksanakan pembangunan serta menyediakan pelayanan publik, pemerintah 

mempunyai kekuasaan yang besar untuk merancang dan mengaplikasikan Pendapatan Asli 

Daerah yang didapat untuk melaksanakan pembangunan. Pendapatan Asli Daerah seperti Pajak 

Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah. Sumber Pendapatan Asli 

Daerah sah lainnya seperti pemasukan yang didapat dari pemanfaatan aset daerah dari pihak 

bukan Pemerintah Daerah seperti swasta. 

Indikator yang bisa digunakan untuk melihat keberhasilan pembangunan adalah dengan 

PDRB, Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Perkapita suatu daerah. Kemandirian 

keuangan daerah berguna untuk melihat kemampuan pemerintah daerah agar bisa mandiri 

untuk membayar dalam menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan terhadap 

masyarakat (Astuti, 2017). 

Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) 

merupakan bantuan Pemerintah Pusat melalui mekanisme Dana Perimbangan. Pengalokasian 

dana perimbangan digunakan untuk berbelanja namun tidak melihat kemampuan untuk 

meningkatkan PAD (Astuti, 2017). 



Setiap tahun Pemerintah Daerah akan terus meminta bantuan transfer kepada pemerintah 

pusat dan tidak menjalankan pajak daerah dengan optimal. Jika keadaan tersebut selalu berjalan 

maka akan terjadi kebergantungan pemerintah daerah secara terus menerus kepada dana 

perimbangan yang berasal dari Pemerintah Pusat dalam membayar belanja daerah. Saat 

pemerintah daerah merespon belanja daerah yang besar dari dana perimbangan ketimbang PAD 

maka akan terjadi fenomena flypaper effect (Maimunah, 2006). 

Flypaper effect atau efek kertas layang adalah keadaan dimana Pemerintah Daerah 

meminta belanja yang besar dalam menggunakan dana transfer seperti DAU dari pada memakai 

dana sendiri. 

Dalam penelitian ini saya akan menganalisis tentang kemandirian keuangan daerah di 

Kabupaten/Kota Provinsi Jambi.Secara geografis Provinsi Jambi terletak pada 00°45’-20°45’ 

Lintang Selatan dan 1010°10’-1040°55’ Bujur Timur di bagian tengah Pulau Sumatera, sebelah 

Utara berbatasan dengan Provinsi Riau, Sebelah Timur dengan Laut Cina Selatan Provinsi 

Kepulauan Riau, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan sebelah 

Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat. Posisi Provinsi Jambi cukup strategis karena 

langsung berhadapan dengan kawasan pertumbuhan ekonomi yaitu IMS-GT (Indonesia, 

Malaysia, Singapura Growth Triangle).Luas wilayah Provinsi Jambi sesuai dengan Undang-

undang Nomor 19 tahun 1957, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I 

Sumatera Barat, Jambi dan Riau, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 

61 tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) adalah seluas 53.435,72 km2 

dengan luas daratan 50.160,05 km2 dan luas perairan 3.274,95 Km2 yang terdiri atas Kabupaten 

Kerinci, Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten 

Batanghari, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung 



Jabung Timur, Kabupaten Tebo, Kota Jambi, dan Kota Sungai Penuh (Pemerintah Provinsi 

Jambi, 2018). 

Provinsi Jambi memiliki topografi wilayah yang bervariasi mulai dari ketinggian 0 meter 

diatas permukaan laut di bagian timur sampai pada ketingian di atas 1.000 meter diatas 

permukaan laut, ke arah barat morfologi lahannya semakin tinggi dimana di bagian barat 

merupakan kawasan pegunungan Bukit Barisan yang berbatasan dengan Provinsi Bengkulu dan 

Sumatera Barat yang merupakan bagian dari kawasan Taman Nasional Kerinci 

Seblat(Pemerintah Provinsi Jambi, 2018). 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Nasional, Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya 

diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan 

negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, 

termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia. Kawasan strategis nasional yang 

berada di Provinsi Jambi ditetapkan dengan pertimbangan dari sudut kepentingan fungsi dan 

daya dukung lingkungan hidup. Adapun Kawasan Strategis Nasional yang termasuk dalam 

kawasan wilayah Provinsi Jambi meliputi Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (Provinsi 

Jambi, Sumatera Barat, Bengkulu dan Sumatera Selatan), Kawasan Taman Nasional Berbak 

(Provinsi Jambi), Kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (Provinsi Jambi dan Riau) dan 

Kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas (Provinsi Jambi)(Pemerintah Provinsi Jambi, 2018). 

 

 

 



Tabel 1. 1 Realisasi APBD Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tahun 2013-2018 (Miliar Rupiah) 

Akun 
Tahun 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Pendapatan Daerah 12.813,00 13.780,00 14.044,00 15.868,00 17.269,00 17.884,00 

Pendapatan Asli 

Daerah 
1.647,00 2.151,00 2.180,00 2.227,00 2.859,00 2.868,00 

Pajak Daerah 1.046,00 1.286,00 1.318,00 1.307,00 1.748,00 1.882,00 

Retribusi Daerah 132,00 198,00 176,00 182,00 116,00 99,00 

Hasil pengelolaan 

kekayaan daerah 

yang dipisahkan 

70,00 87,00 98,00 88,00 104,00 114,00 

Lain-lain PAD yang 

sah 
397,00 578,00 587,00 648,00 890,00 772,00 

Dana Perimbangan 9.629,00 9.743,00 9.226,00 11.402,00 12.256,00 12.572,00 

Dana bagi hasil 

pajak/bagi hasil 

bukan pajak 

2.932,00 2.512,00 1.709,00 1.464,00 1.798,00 1.896,00 

Dana alokasi umum 6.200,00 6.751,00 6.755,00 8.093,00 7.957,00 7.969,00 

Dana alokasi khusus 496,00 479,00 761,00 1.844,00 2.500,00 2.707,00 

Lain-lain pendapatan 

daerah yang sah 
1.537,00 1.885,00 2.637,00 2.238,00 2.152,00 2.443,00 

Belanja Daerah 13.269,00 13.916,00 14.555,00 15.417,00 16.872,00 17.330,00 

Jumlah 50.168,00 53.366,00 54.046,00 60.778,00 66.521,00 68.536,00 

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan KeuanganProvinsi Jambi, Tahun 2013 - 2018 

 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jambi dari tahun 

2013 sampai dengan 2018 adalah sebesar 274.797,00 triliun rupiah yang terdiri dari 91.658,00 

triliun rupiah berasal dari Pendapatan Daerah dan sisanya dari Belanja Daerah yaitu sebesar 



91.359,00 triliun rupiah. Dana Pendapatan Daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar 

13.932,00 triliun rupiah dan dari dana perimbangan sebesar 64.828,00 triliun rupiah. 

Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jambi berasal dari penerimaan 

Pajak Daerah sebesar 8.587,00 triliun rupiah. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 

sebesar 3.872,00 triliun rupiah, sementara Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 

sebesar 561,00 triliun rupiah. 

Dalam pelaksanaan keuangan daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi tahun anggaran 

2003-2018, efektivitas Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi berada 

dalam interval diatas 100% yang berarti sangat efektif. Banyaknya kontribusi Pendapatan Asli 

Daerah dalam membiayai daerah disebabkan oleh banyaknya kontribusi hasil olah dari 

kekayaan daerah. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi tahun 2013 sampai 

dengan tahun2018 menunjukkan peningkatan. Mulai dari Rp 1.647.478.849.217 pada tahun 

2013 yang meningkat menjadi Rp 2.151.366.749.663 pada tahun 2014, kemudian ditahun 2015 

mengalami sedikit peningkatan yaitu sebesar Rp 2.180.596.717.824, lalu selanjutnya 

Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi mengalami peningkatan lagi 

menjadi Rp 2.245.880.381.907 di tahun 2016, dan selanjutnya ditahun 2017 Pendapatan Asli 

Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi mengalami kembali peningkatan yaitu menjadi Rp 

2.859.652.827.721. Pada tahun 2018 meningkat lagi menjadi Rp 2.868.763.218.313. 

Bersamaan dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah, pendapatan daerah di 

Kabupaten/Kota Provinsi Jambi dari dana perimbangan mengalami peningkatan dan 

penurunan. Dari Rp 9.629.205.138.553 pada tahun 2013 lalu meningkat menjadi Rp 



9.743.938.192.289 pada tahun 2014, kemudian pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 

Rp 9.226.732.048.234. Ditahun selanjutnya yaitu tahun 2016 dana perimbangan di 

Kabupaten/Kota Provinsi Jambi mengalami peningkatan yang drastis yaitu menjadi Rp 

11.402.211.626.438. Lalu ditahun 2017 mengalami peningkatan lagi yaitu menjadi Rp 

12.256.803.307.253. Pada tahun 2018 meningkat lagi menjadi Rp 12.572.414.590.391. 

Pemerintah Daerah juga perlu memperhatikan kemampuan masyarakat dalam membayar 

pajak dan retribusi. Masyarakat harus tetap mendukung apapunkebijakan yang telahdibuat oleh 

pemerintah daerah. Jadi sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah harus benar-benar 

ditingkatkan secara optimal sehingga pembangunan dapat terlaksana dengan dana yang sesuai 

dengan anggaran dan tingkat kemandirian yang tinggi. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, maka permasalahan yang akan 

dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis kemandirian keuangan daerah di 

Kabupaten/Kota Provinsi Jambi? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemandirian keuangan daerah di Kabupaten/Kota 

Provinsi Jambi. 

 



1.4 Manfaat Penelitian 

a. Bagi Universitas hasil penelitian ini dapat menambah referensi perpustakaan Universitas 

Sriwijaya. 

b. Bagi Pemerintah agar bisa dilihat untuk bahan masukan terhadap pemerintah daerah untuk 

membuat kebijakan, dan strategi dalam memperbaiki kemandirian keuangan daerah. 

Bagi peneliti bermanfaatuntuk menambah pengetahuan tentang pengukuran kemandirian 

keuangan daerah. 
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